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BUPATI TAPIN 
 
 

PERATURAN BUPATI TAPIN 
NOMOR 22  TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 

URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN 

 
 

BUPATI TAPIN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanan tugas 
yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung 
jawab Inspektorat Kabupaten Tapin, dipandang perlu 
untuk menetapkan uraian tugas unsur–unsur 
organisasinya ; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4741); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan     : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR–

UNSUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN. 

 
 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 
Kelurahan. 

4. Bupati adalah  Bupati Tapin. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.  

6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Tapin. 

7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapin 
yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten 
Tapin. 

8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin, merupakan badan 
pengawasan daerah yang merupakan unsur pengawasan pemerintahan 
daerah. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada 
Inspektorat Kabupaten Tapin. 
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BAB  II 
URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI 

 
Bagian Pertama 

Inspektorat 
 

Pasal   2 
 

(1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanan 
urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas 
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan desa. 

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut : 

a. merencanakan program pengawasan; 

b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;  

c. memeriksa, mengusut, menguji dan menilai tugas pengawasan; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.   

 
Pasal 3 

 
Unsur - unsur organisasi Inspektorat terdiri dari : 

a. Sekretariat, 

b. Inspektorat Pembantu Wilayah I, 

c. Inspektorat Pembantu Wilayah II, 

d. Inspektorat Pembantu Wilayah III, 

e. Inspektorat Pembantu Wilayah IV, dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional . 

 
Bagian Kedua 

Sekretariat 
 

Pasal 4 
 

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum. 

(2) Uraian tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)  adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program 
kerja pengawasan; 

b. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil 
pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah; 

c. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; 

d. menyusun, menginventarisir dan mengoordinasikan data dalam rangka 
penatausahaan proses penanganan pengaduan;  

e. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan 
rumah tangga; dan 
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f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugas. 

 
Pasal 5 

 
Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan,  

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, 

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum. 

 
Pasal 6 

 
(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, 
menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, 
dokumentasi dan pengolahan data pengawasan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. mengorganisasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan 
fasilitasi; 

b. menyusun anggaran inspektorat; 

c. menyiapkan laporan dan statistik inspektorat; 

d. menyiapkan peraturan perundang-undangan; 

e. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugas. 

 
Pasal 7 

 
(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan 
hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan 
administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan 
pengawasan. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. menginventarisir hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; 

b. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan; 

c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; 

d. menyusun statistik hasil pengawasan; dan 

e. menyelenggarakan kerjasama pengawasan.; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugas. 

 
 
 
 



 

 

 

5  

Pasal 8 
 

(1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan 
kepegawaian, keuangan, penatausahan surat menyurat dan urusan rumah 
tangga. 

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. mengelolan urusan tata usaha surat-menyurat dan kearsipan; 

b. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan; 

c. mengelola urusan kepegawaian; 

d. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;  

e. mengelola urusan keuangan.; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugas. 

 
Bagian Ketiga 

Inspektorat Pembantu  
 

Pasal  9 
 

(1) Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.  

(2)  Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sebagai berikut : 

a. mengusulkan program pengawasan di wilayah; 

b. mengorganisasikan pelaksanaan pengawasan; 

c. mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;  

d. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan; 

e. melaksanakan pemeriksaan pengaduan masyarakat; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

 
Pasal 10 

 
(1) Inspektorat Pembantu membawahi wilayah kerja pembinaan dan 

pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Tapin dan kecamatan serta desa/kelurahan atau sebutan 
lainnya. 

(2) Inspektorat Pembantu terdiri dari : 

a. Inspektorat Pembantu Wilayah I; 
b. Inspektorat Pembantu Wilayah II; 
c. Inspektorat Pembantu Wilayah III; 
d. Inspektorat Pembantu Wilayah IV. 

(3) Pembagian wilayah kerja Inspektorat Pembantu selanjutnya akan ditetapkan 
dengan Keputusan Inspektur. 
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Pasal 11 
 
Inspektorat Pembantu terdiri dari : 

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan 

c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. 

 
Pasal  12 

 
(1)  Seksi Pengawas Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 

terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai 
dengan bidang tugasnya 

(2) Uraian tugas sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) adalah sebagai 
berikut: 

a. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang 
tugas; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugas; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah sesuai bidang tugas;  

d. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas 
pengawasan sesuai bidang; dan 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 
tugas. 

 
Bagian Ketujuh 

Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Pasal 13 
 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 14 
 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur 
hal yang sama diyatakan tidak berlaku lagi. 

 
Pasal 15 

 
Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian 
dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal  16 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin. 
       

 
Ditetapkan di  Rantau 
pada tanggal  12 Maret 2008 
 
 

                                        BUPATI TAPIN, 
 
 ttd 
 
                                      IDIS NURDIN HALIDI 
 
Diundangkan di Rantau 
pada tanggal  12 Maret 2008 
 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 
 
 ttd 
 
                      CHAIRIL MUCHLIS 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2008 NOMOR 22 

 


